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Abstrak
 

___________________________________________________________________ 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan pelaksana merupakan badan hukum publik 

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem  

rujukan diselenggarakan  dengan  tujuan  memberikan pelayanan  kesehatan  secara  bermutu sehingga tujuan  

pelayanan  tercapai  tanpa  harus menggunakan biaya yang mahal. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan  

Pelaksanaan Sistem Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Petama Kabupaten Jepara.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 

penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling dan dapat dikembangkan lagi dengan teknik snowball.

 Input untuk sarana prasarana sudah sesuai dengan standar dan kriteria teknis yang dipersyaratkan pada awal 

seleksi dan kredensialing dari dinas kesehatan dan BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama. 

Untuk Tenaga pelaksana sudah sesuai dengan tupoksinya, sesuai standar prosedur dan kompetensi non spesialistik 

pada 144 penyakit. Rujukan BPJS Kesehatan tidak ada penambahan biaya, sesuai kelas, sesuai dengan kapitasi 

dan kepesertaan yang terdaftar sedangkaan metode pelayanan rujukan BPJS Kesehatan sesuai alur rujukan dan 

berjenjang serta obat yang diberikan adalah obat generik dan diberikan sesuai indikasi medis serta dalam 

penyediaann obat dari kapitasi.  

 

Abstract 
___________________________________________________________________ 

Social Security Agency of Implementing Agency (BPJS) Kesehatan as a public legal entity set up to organize the health insurance 

program for all Indonesian people. The referral system was organized with the aim of providing quality health care services so 

that the goal is achieved without having to use an expensive cost. The purpose of this study is to describe the Referral System 

Implementation of Social Security Agency (BPJS) Kesehatan in Health Care Facilities of First Instance Jepara regency. This 

research is a qualitative descriptive study. Sources of data in this research was determined by purposive sampling and can be 

developed further with the snowball technique.The input stage of the infrastructure is in conformity with the standards and 

technical criteria required at the beginning of the selection and kredensialing from the health department and BPJS on Health 

Facilities in cooperation. For the executive power is in conformity with tupoksinya, according to the standard procedures and non 

specialist competence in the 144 diseases. Referral BPJS no additional cost, appropriate classes, according to capitation and 

registered membership and method BPJS appropriate referral services and tiered referral flow and a given drug is a generic 

medicine and given appropriate medical indication as well in drug provision of capitation. 
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PENDAHULUAN 

 

Pada era globalisasi ini pelayanan 

kesehatan terus berkembang dan bertambah maju 

seiring berjalannya waktu. Kesadaran tentang 

pentingnya jaminan perlindungan sosial terus 

berkembang sesuai amanat pada perubahan 

UUD 1945 Pasal 134 ayat 2, yaitu menyebutkan 

bahwa Negara mengembangkan Sistem Jaminan 

Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

(Permenkes,2014). 

Untuk mewujudkan komitmen global 

sebagaimana amanat resolusi World Health 

Association (WHA) ke-58 tahun 2005 di Jenewa 

yang menginginkan setiap negara 

mengembangan Universal Health Coverage 

(UHC) bagi seluruh penduduk, maka pemerintah 

bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan 

kesehatan masyarakat melalui program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) (Permenkes, 2014). 

Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara 

adalah sebanyak 1.170.797 orang Sedangkan 

jumlah penduduk yang tercover BPJS Kesehatan 

adalah sekitar 50% dari jumlah penduduk yang 

terdiri dari Non Penerima Bantuan Iuran (Non 

PBI) sebesar 151.738 orang sedangkan Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 479.835 orang. 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di 

Kabupaten Jepara yang bekerjasama dengan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan sebanyak 21 Puskesmas, 27 Dokter 

Praktek Mandiri, 18 Klinik Pratama dan 4 Dokter 

gigi (BPJS Kesehatan Kabupaten Jepara). 

Sistem rujukan pelayanan kesehatan 

merupakan penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan 

tanggungjawab pelayanan kesehatan secara 

timbal balik baik vertikal maupun horizontal. 

Rujukan vertikal merupakan rujukan antar 

pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan 

dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang 

lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih 

tinggi atau sebaliknya sedangkan rujukan 

horizontal merupakan rujukan antar pelayanan 

kesehatan dalam satu tingkatan, dilakukan 

apabila perujuk tidak dapat memberikan 

pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan 

pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan 

dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara 

atau menetap (PMK No. 001 Tahun 2012).  

Sistem rujukan pada FKTP yang berjalan 

perlu dilakukan Evalusai dari komponen input. 

Dikabupaten Jepara belum pernah dilakukan 

penelitian tentang Input Sistem Rujukan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Evaluasi komponen input ini merupakan suatu 

proses menyediakan informasi tentang sejauh 

mana kegiatan telah tercapai, apakah sesuai 

standar yang ditentukan atau apakah ada 

perbedaan antara keduannya serta manfaat yang 

diperoleh dari sistem rujukan tersebut.  

Tujuan Penelitian : Mendiskripsikan 

pelaksanaan komponen input dalam sistem 

rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara. 

 

METODE 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Fokus 

penelitian penelitian ini adalah pada Pelaksanaan 

Sistem Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP) dilihat dari komponen 

Input ( Sarana Prasarana, SDM (Dokter), 

Pendanaan, Metode pelayanan dan obat).  

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh 

dari informan. Informan awal ditentukan dengan 

teknik purposive sampling, kemudian 

dikembangkan lagi dengan teknik snowball untuk 

menentukan informan tambahan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sarana Prasarana 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam 

dengan informan terkait sarana prasarana pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

mengatakan sudah sesuai dengan standar dan 

kriteria teknis yang disyaratkan pada waktu awal 

seleksi dan kredensialing dari Dinas kesehatan 

dan BPJS Kesehatan pada semua faskes yang 

bekerjasama. Sesuai Permenkes No.71 Tahun 

2013 Fasilitas kesehatan yang bekerjasama 

dengan BPJS Kesehatan harus memenuhi 

persyaratan, seleksi dan kredensialing dengan 
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menggunakan kriteria teknis yang meliputi 

sumber daya manusia, kelengkapan sarana 

prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen 

pelayanan. Untuk kendalanya adalah pada sistem 

antrian yang panjang, rumah sakit rujukan yang 

berhubungan dengan Sumber Daya Manusia 

(Dokter spesialis), hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Luti et al (2012) 

mengenai pegawai disarana pelayanan kesehatan 

penerima rujukan, Sosialisasi kepada masyarkat 

yang kurang hal ini sesuai dengan penelitian Ali 

et al (2015) mengenai kurangnya sosialisasi teknik 

pelayanan. surat rujukan yang dilakukan secara 

online apabila listrik mati rumah sakit tidak mau 

menerima pasien dan suruh meminta surat yang 

asli. Penelitian yang dilakukan oleh Guise et al 

(2014) dalam White paper memberikan informasi 

laporan untuk membantu pelayanan kesehatan 

dalam membuat keputusan pada pasien, dokter, 

pemimpin sistem kesehatan dan pemangku 

kebijakan. Informasi ini digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, 

keputusan ini tidak dimaksudkan untuk 

mengganti penerapan penilaian klinis tapi siapa 

yang memberikan informasi dan membuat 

keputusan tentang penyedia perawatan klinis 

harus mempertimbangkan laporan ini pada 

konteks yang tersedia seperti Sumberdaya, 

keadaan pasien. 

 

Sumber daya manusia (Tenaga 

Pelaksan/Dokter) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan terkait sumber daya manusia dalam hal 

ini dokter pelaksana di FKTP mengatakan bahwa 

dokter pelaksana dalam melakukan tugasnya 

sudah sesuai dengan tupoksinya, sesuai standar 

prosedur dan kompetensi non spesialistik pada 

144 diagnosa atau jenis penyakit, pasien datang 

diperiksa dengan baik, detail, tidak buru-buru 

kemudian didiagnosa sesuai kompotensi diagnosa 

(144) kemudian diobati dan bila diluar 

kompetensi maka dilakukan rujukan dengan 

kriteria TACC (Time, Age, Complication dan 

Comorbidity). Hal ini Sesuai Permenkes No.71 

Tahun 2013 dalam kriteria teknik pada sumber 

daya manusia dalam hal ini adalah tenaga 

pelaksana di Fasilitas Kesehatan dan pada 

pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan 

pelayanan kesehatan non spesialistik dan 

mencaakup kasus medis yang dapat diselesaikan 

secara tuntas di FKTP, kasus medis yang 

membutuhkan penenganan awal sebelum 

dirujuk, kasus rujuk balik, pelayanan gigi, 

maternitas dan anak dan rehabilitasi dasar. 

Kendalanya di faskes Tingkat pertama tidak ada 

tapi di pelayanan lanjut menggunakan sistem 

kuota hanya nampung 20/30 orang sehingga 

harus kembali lagi di hari selanjutnya ini sesuai 

dengan penelitian Rukmini et al (2014) pada 

kapasitas daya tampung yang terbatas dan 

fasilitas kesehatan yang melakukan perjanjian 

kerja sama masih rendah. Penelitian Chul et al 

(2015) penggunaan pemeliharaan sistem database 

mengenai fungsi, penggunaan kode penyakit, 

periode sasaran, jenis fasilitas dan jenis atribut 

seperti pemanfaatan layanan kesehatan dan 

pembiayaan. Penelitian Beck et al (2016) 

mengenai prinsip identitas penyakit dalam 

informasi rinci dari sebuah alat untuk penilaian, 

prinsip ini memiliki kerahasiaan, keamanan 

kesehatan pribadi dari fasilitas kesehatan. 

Penelitian Godoy et al (2016) Dione OWL 

merupakan representatif dari ICD-10-CM yang 

logis dan konsisten, Dione berisi 391.669 kelas, 

391.720 identitas penjelasan dan 11.795 OWL 

yang menggunakan 104.646 SNOMED atau 

ICD-10-CM menggunakan biportal OWL. 

Didukung penelitian Mokry et al (2016) peraturan 

dan kumpulan yang tumpang tindih coding non 

DNA dapat membantu mengidentifikasi penyakit 

tertentu. Seperti penelitian Jolley et al (2015) 

kode CIHI ICD-10-CA untuk pasien yang 

terkena sepsis.  

Penelitian drennan et al (2014) mengenai 

perawatan kesehatan dasar  untuk konsultasi PA 

(Asisten dokter) kebanyakan pada pasien remaja 

dengan sedikit lebih masalah medis akut atau 

kompleks dari pada konsultasi pada dokter, 

mayoritas bersedia konsul kembali dengan PA 

(asisten dokter) tapi pada konteks tertentu, 

perbedaan yang signifikan anata PA dan dokter 

untuk konsul kembali untuk 2 minggu untuk 

rujukan sedangkan pada dokumentasi awal 

konsultasi pasien yang konsul kembali pada 

masalah yang sama pada PA (asisten dokter) 

sebanyak 80% dan dokumentasi dokter sebanyak 

50% serta konsultasi dengan PA (asisten dokter) 
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lebih lama 5,8 dari dokter. Penelitian Carroll et al 

(2016) jumlah dokter yang bersertifikat di tempat 

kerja pada tahun 1992 dan 2012 mengalami 

penurunan sedangkan pada level tunggal rasio 

dokter bersertifikat sekitar 8 negara saarland 

menjadi 0,8 pada negara north Rhine Westphalia. 

 

Pendanaan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan mengenai pendanaan mengatakan 

bahwa tidak ada penambahan biaya rujukan, 

pembiayaan sesuai kelas dan pembayaran sesuai 

dengan kapitasi dan kepesertaan yang terdaftar. 

Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

No. 19 Tahun 2014 mengenai penggunaan dana 

kapitasi JKN, dana kapitasi yang diterima oleh 

FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan 

seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan 

kesehatan dan dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan. ini tidak sesuai dengan 

penelitian Puspitaningtyas et al (2014) pada 

kendala yang disebabkan karena takut biaya yang 

mahal ditempat rujukan. Diperkuat penelitian 

zakeri et al (2015) mengenai belanja kesehatan 

yang mengalami peningkatan 34,4% dibanding 

tahun 2007 dari total PBD 6,2%.  Pada sektor 

publik mengalami tren menurun pada tahun 

2003-2008 sedangkan pada swasta mengalami 

peningkatan 95,77% yang dibayar pada tingkat 

rumah tangga dan meningkat pada tahun yang 

sama. Prosentase pengeluaran PBD untuk 

kesehatan sebesar 53,79%. Belanja kesehatan 

total per kapita US$ 248,00 berdasarkan nilai 

tukar US$683,1, berdasarkan kurs US$ 

internasional (kurs:1$=9988 reals). Kebijakan 

kesehatan Rhee et al (2015) mengenai 

pembiayaan dan penyediaan jaminan kesehatan 

bagi banyak negara yang berpenghasilan 

menengah menggunakan asuransi soasial 

kesehatan. Pembiayaan awal juga untuk 

memastikan sistem pelayanan untuk 

mendapatkan paket manfaat terbatas dan aturan 

kelayakan serta memperluas program pelayanan. 

Pembagian biaya digunakan untuk mencegah 

layanan berlebih serta dikombinasikan dengan 

subsidi untuk masyarakat miskin serta 

mempertahankan akses pelayanan, pilihan 

kebijakan untuk mendapatkan manfaat langsung. 

Penelitian Schwatka et al (2015) mengenai model 

HRFs menunjukkan beberapa predeksi terjadinya 

klaim dan biaya. 

Penelitian Vilcu and mathauer (2016) 

banyak negara yang membebaskan pembayaran 

untuk kelompok yang memenuhi syarat tertentu 

dalam asuransi kesehatan, konstribusi negara 

penuh pada kelompok yang dibebaskan. 

Konstribusi sebagian wajib pada populasi yang 

tinggi dalam kinerja dan diberikan untuk 

mendapatkan manfaat yang komprehensif tetapi 

masih ada tantangan mengenai perlindungan 

keuangan dan akses pemanfaatan layanan 

kesehatan terutama pada masyarakat 

berpenghasilan rendah. Didukung kebijakan 

kesehatan Rhee et al (2015) mengenai 

pembiayaan dan penyediaan jaminan kesehatan 

bagi banyak negara yang berpenghasilan 

menengah menggunakan asuransi soasial 

kesehatan. Pembiayaan awal juga untuk 

memastikan sistem pelayanan untuk 

mendapatkan paket manfaat terbatas dan aturan 

kelayakan serta memperluas program pelayanan. 

Pembagian biaya digunakan untuk mencegah 

layanan berlebih serta dikombinasikan dengan 

subsidi untuk masyarakat miskin serta 

mempertahankan akses pelayanan, pilihan 

kebijakan untuk mendapatkan manfaat langsung. 

 

Metode Pelayanan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan terkait metode pelayanan rujukan BPJS 

Kesehatan mengatakan bahwa metode pelayanan 

sudah sesuai alur rujukan FKTP yaitu pasien 

datang kemudian diperiksa dan didignosa sesuai 

kompetensi kemudian dilakukan pengobatan dan 

pasien dapat kembali kerumah bila selama 

pengobatan tidak ada perubahan maka 

dilakuakan rujukan ke RS yang dituju. Bila 

diagnosa pasien diluar kompetensi dan FKTP 

tidak mampu sesuai dengan kapasitasnya maka 

dapat langsung dirujuk ke FKRTL sampai 

sembuh bahkan meninggal, rujukan dilakukan 

secara berjenjang. Sesuai Peraturan Menteri 

Kesehatan No.001 Tahun 2012 mengenai sistem 

rujukan pelayanan kesehatan perorangan pada 

pasal 4 ayat 1 yang berbunyi pelayanan kesehatan 

dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan 

medis dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. 

Apabila dari FKRTL dirasa FKTP mampu 
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menangani maka dapat dilakukan rujuk balik ke 

FKTP. Kendalanya tidak dapat memilih rumah 

sakit, koneksi error baik laptop, listrik, printer 

pasien dapat diberikan rujukan manual tapi 

rujukan manual tidak dapat dipakai karena 

rujukan menggunakan sistem Online, Rujukan 

tidak boleh atas permintaan pasien sendiri harus 

sesuai indikasi medis penyakitnya hal ini tidak 

sesuai dengan penelitian Yandrizal (2013)  

mengenai rujukan dari puskesmas ke rumah sakit 

karena permintaan sendiri.  

 

Obat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan terkait pemakain obat peserta BPJS 

Kesehatan mengatakan obat yang digunakan 

adalah obat generik dan obat sesuai indikasi 

medis serta mengenai penyediaan obat diambil 

dari kapitasi. Sesuai peraturan Menteri 

Kesehatan No.71 Tahun 2013 pada pasal 23 ayat 

1 yang berbunyi peserta berhak mendapat 

pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis 

habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan 

indikasi medis. Penelitian Car et al (2016) tiga 

masalah prioritas yang terjadi adalah obat selama 

perawatan, pendidikan mengenai obat dan 

Kemiskinan. Penelitian Ravinetto et al (2016) 

menjelaskan adanya kesenjangan antara mutu 

obat pada negara berpenghasilan rendah dan 

menengah. Didukung penelitian Sieverding et al 

(2016) menjelaskan mengenai vendor jenis obat 

dan staff kesehatan masyarakat untuk memenuhi 

fungsi primer kesehatan desa, jenis obat diakui 

dua kelompok yang berperan dalam perawatan 

masyarakat tapi dalam praktek terbatas. 

 

SIMPULAN 

 

Input pelaksanaan sistem rujukan pada 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara. 

Sarana prasarana yang berhubungan 

dengan fasilitas kesehatan dan tenaga pelasakana 

sudah sesuai dengan standar dan kriteria teknis 

yang dipersyaratkan pada awal seleksi dan 

kredensialing dari dinas kesehatan dan BPJS 

Kesehatan pada semua Fasilitas Kesehatan yang 

bekerjasama. Rujukan BPJS Kesehatan tidak ada 

penambahan biaya, sesuai kelas, sesuai dengan 

kapitasi dan kepesertaan yang terdaftar 

Sedangkaan metode pelayanan rujukan BPJS 

Kesehatan sesuai alur rujukan dan dilakukan 

secara berjenjang dan obat yang diberikan pada 

peserta BPJS Kesehatan obat generik dan obat 

diberikan sesuai indikasi medis serta dalam 

penyediaan obat dari kapitasi. 
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